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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis / pembahasan terhadap hak-hak tersangka
dalam penelitian dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, maka dapat
dissimpulkan sebagai berikut:

Implementasi  perlindungan hak-hak tersangka dalam pada tingkat
penyidikan diwilayah Polresta Yogyakarta, pada prinsipnya telah
diimplementasikan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang yaitu
KUHAP, misanya adanya pendampingan perkara oleh penasehat hukum
ditahan sesuai dengan batas waktu yang diatur, di beri hak mengajukan pra
peradilan jika mendapat perlakuan yang dinilai melawan hukum oleh petugas.
Kelemahan dalam implementasi ini masih sering ditemukannya hal-hal kecil

yang berupa penyiksaan fisik dalam tahap penyidikan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Proses penyidikan terhadap tersangka yang telah dilakukan sesuai dengan
KUHAP di Polresta Yogyakarta hendaknya tetap dipertahankan guna

mendukung implementasi perlindungan terhadap tersangka.
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2. Profesioalisme penyidik hendaknya lebih ditingkatkan agar perlindungan
hak-hak tersangka semakin baik dari hari ke hari, sehingga Polis

mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat.
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